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PUTUSAN
Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Srh

P IERATE ]
g AL )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Bandung 03 Februari 1999, umur 21 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirausaha,
warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten
Serdang Bedagai, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Perbaungan 19 April 1997, umur 23 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja,
warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten
Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 28

April 2020 dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Srh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari
2018 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat
PPN KUA, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Nomor
0143/143/1/2018 tertanggal 08 April 2020;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya
suami-istri (ba’da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua
Tergugat sesuai alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai
anak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama seminggu. Namun sejak awal bulan Februari 2018
kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang
di sebabkan;

a. Tergugat tidak mau bekerja sama sekali sehingga tidak pernah memberi
nafkah Penggugat;

b. Tergugat sering menggadaikan aset, berjudi dan sering tidak pulang
kerumah;

c. Tergugat berkata kasar, memaki dan sering membanting barang;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 05 Mei 2018, dimana Penggugat memberi nasehat kepada
Tergugat agar tidak pergi untuk bermain judi lagi, akan tetapi Tergugat
malah marah kepada Penggugat. Pada tanggal 06 Mei 2018, orang tua
Penggugat menjemput Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak
tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bisa berubah. Sejak saat itu
hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana
sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun
tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,

maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
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menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara
Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat
dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan
Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak
berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara a quo mengenai
perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan
dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Medan Labuhan Nomor 0143/143/1/2018 tanggal 28 Januari
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2018, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah
dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P);
2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, alamat di Komplek TKBM Blok C 117 Desa Sei Mati, Kec.
Medan Labuhan, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri
yang sah, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat
baik-baik saja, namun keduanya terlihat sudah tidak rukun sejak
awal Februari 2018, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan
berselisih disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga
jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat
melakukan kekerasan kepada Pengugat;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar ketika Penggugat dan
Tergugat sedang bertengkar namun Penggugat sering bercerita
kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah
tidak rukun;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah
sejak bulan Mei tahun 2018 vyang lalu, Penggugat yang
meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah datang menjemput
Penggugat;

- Bahwa, sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat saksi telah
berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
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2.2. Saksi Il, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan
pedagang, alamat di Jalan Belibis Dusun 7, Desa Citaman Jernih, Kec.
Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri
yang sah, karena saksi adalah tante kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat
baik-baik saja, sejak tahun 2018 awal tepatnya pada bulan Februari
keduanya sudah mulai tidak rukun, disebabkan karena Tergugat
tidak mau bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat
dan Tergugat sedang bertengkar namun Penggugat sering bercerita
kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah
tidak rukun;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah
sejak bulan Mei 2018, Penggugat yang meninggalkan tempat
kediaman bersama;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah datang menjemput
Penggugat;

- Bahwa, sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat saksi telah
berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup

dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun
dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan perceraian yang
menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Sei Rampah
secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara
resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/lkuasanya dan
ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan
tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap
datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang
berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan
Pasal 50 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek perkara ini dapat diperiksa dan diputus
tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan
sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan
niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil
sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di
persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada
pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak XXX rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus,
disebabkan karena XXX, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layakanya suami dan isteri hingga
saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

w1t

A VAl ged ag al g el alSa e pSla I o 0

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah
haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar
dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka
Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran
yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan
aslinya, dan oleh Majelis Hakim diberi tanda (P). Oleh karena itu, bukti tersebut
telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo.
Pasal 1888 KUHPerdata;
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Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan
Pasal 285 R.Bg), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih
dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan
berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai legitima
persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan
secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat merasa
mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal
gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah
dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat dan sebelum memberikan
kesaksian sudah terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim
sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
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Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan
didengar sendiri namun diketahui dari cerita Penggugat kepada saksi serta
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena
itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (link and
match), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal
Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
terakhir di XXX;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul)
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan
karena Tergugat berkata kasar dan melakukan kekerasan Rumah Tangga
kepada Penggugat serta Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minuman
keras;

- Bahwa, pada bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
dan tidak kembali. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
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berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya
suami isteri lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu
kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri
lagi yang telah berlangsung sejak Mei 2018 hingga sekarang lebih kurang
selama 2 tahun tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai
representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis
Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi
mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya; antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsagon
gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah
tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, dan
tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit
terwujud,;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
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ditegaskan bahwa ‘“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta bahwa XXX harus pergi meninggalkan XXX, dan
kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, di mana antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, dan tidak
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis
yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi
pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah
berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil,
Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian
patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau
dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau
Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun
sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan
perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak
hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup
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berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah
merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian
sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat
selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat
tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya
dengan Tergugat maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh
melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari akses
negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas
kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan
daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat

dirumuskan dengan kalimat: gliaall s Ao adke alldadl o
(menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung
pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum
perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka lebih
utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu
dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada
pendapat ahli figih dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Adls ald)) Ade glh Lga gl Aa g3l A aae 1 1

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta)
pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan
talak satu”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah
cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Nusra Arini,
S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.l. dan
Istigomah Sinaga, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang

yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini. S.H.l. M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
Nurhayati Hasibuan, S.H.I. Istigomah Sinaga, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara ‘Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan ‘Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi ‘Rp10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp6.000,00
Jumlah Rp 566.000,00

(Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah
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